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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Padazaman penjajahamBelanda dahuluyang dimaksudkan buruh
adalahorangorang pekerja kasaseperti kuli, tulng, dan laidain. Orang
orang ini oleh pemerintahBelanda dahuludisebut dengarblue collar
(berkerah biru), sedangkasrangorang yang mengerjakampekerjaan halus
seperti pegawaiadminstrasiyang bisaduduk dimejadi sebut dengamvhite
collar (berkerah putih)Biasanyaorangorang yangermasuk dalam golongan
ini adalah parabangsawan yandpekerjadi kantor dan juga orangrang

Belandadan TimurAsing lainnyat

Dalam konteks industriproses produksiyang makin maju dan
berkembangentunyaperusahaaimmembutuhkarntenagakerja yang terampil
maupun kurang terampil, bahk&éidak memiliki keahlian samaekali. Istilah
buruh sejak dahulu sudah popular dan kini masih sering dipakai sebagai
sebutan untukkelompok tenag&erja yangsedangmemperjuangkan program
organisasinya Istilah pekerja dalam praktiksering dipakai untuk

menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekerja kak, pekerja

1 Zaeni AsyhadieHukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Ké?jR Raja
Grafindo Persada, 200Jakarta, him.120.



borongan, pekerjdharian, pekerjahonorer, pekerjaetap dan sebagainya.
Sedangkarnistilah karyawanatau pegawalebih seringdipakai untuk data

admnistrasi?

Pengusaha atapemberi kerja yang mempekerjaka pekerja atau
buruh harusmenjamin hakhak dasar pekerja atau buruh dn menjamin
kesamaan kesempataarta perlakuan tanpaliskriminasi ata dasar apapun
untuk mewujudkarkesephteraan pekerjatau buruh dakeluarganya dengan
tetap memperhatikanpelkkembangankemajuandunia usahaPermasalahan
ketenagkerjaan disepanjangsejarahnyaseakan tak pernah selgsalan
senantiasaterkait dengan masalah perlindungan, upah, kesejahteraan,
keadilan, perselisihan daenyelesaiannya, pembinaamdsengawasan serta

permasalahaperatura yangmengatur bidang ketendgajaan.

Hubungan kerjaadalah hubungan antara pekerja buruh dengan
pengusaha atgaemberikerja yang terjadsetelah adanyperjanjian kerja atau
berdasarin perjanjian kerja yang mempunyansur pekerjaan, upah dan
perintah.Oleh karena ituhubungan hukurgangterjadiantara pekerja dengan
pemberi kerja yangetikat dengan adanyperjanjiankerja. Perjanjiankerja
merupakansarana sebelunberlangsungnya ubungan kerja, hal inharus

diwujudkandengan sebaikaiknya,yang dalam arti mencerminkdeadilan

2 Abdul Khakim, DasarDasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesi@itra Aditya Bakti,
Bandung, 2009, him.1



baik pengusahanaupunbagi pekerja. Karena keduanpasti akan terlibat

dalamhubungarkerja?

Masalah penyeraparienaga kerja juga erat lkaitannya dengan
kebijakan upah minimum. Upah merupakaalahsatu biaya produksi yang
harusdikeluarkanprodusensebagaibalasjasa ataskegiatan produksi yang
dilakukan tenagakerja. Teoripermintaan tenag&erja menempatkan upah

sebagahargadaritenaga kerjé.

Secaraumumupahadalahpembaysan yangditerima buruh selama ia
melakukan pekerjaan atau dipandag melakukan pekerjaan. Menurut
Nurimansyah Haribuanupah adalah segala macam bentuk penghasilan
(caring), yangditerimaburuhatau pega&ai (tenaga kerja) baikerupa uang

ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan eRonomi.

Bagi buruhyangpentingialahupabh riilini, karena dengan upahnya it
harus mendapatkancukup barang yang diperlukan untuk kehidupannya
bersamadengankeluargaya. Kenaikanupahnominal tidakmempunyai arti

baginya jikakenaikanupah itudisertai dengaratau disusul oleh kenaikan

3 Maulida Iriani, Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nagsional
http:/lej ournal 2. undi p. ac.id »>dundohdpada Kantisgl2 Marear t i ¢ | e
2020, pukul 21.53 WIB.

4 Latri Wihastuti, Henny Rahmatullah, 2018)pah Minimum Provinsi (UMP) dan
Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Jurnal Gama Sqcwth 1 No. 1.

5> Zainal Asikin, DasarDasar Hukum PerburuhanRaja Grafindo Persada, Jakarta, 1993,
him. 86.
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hargakeperluanhidup dalamarti-kataseluasluasnya. Turunnya harga barang
keperluan hidupnisalnya bertambalya prodiksi barang itu, akamemupakan
kenaikan upalbagi buruhwalaupun jumlaluang yang ia terimdari majikan
seperti sediakala. Sebaliknyaiknya hargebarang keperluamidup, selalu

berartiturunnya upatbagi burutf

Pengupahammerupakansisi yang paling rawan didalam hubungan
industrial maupursektorformal lanhnya. Di satu sisi upah adalaterupakan
hak bagi karyawansebagaimbalanatas jasa atau tenagang diberikan, di
lain pihak pengusahanelihat upah sebagai biaya. Dalaengka memberikan
perlindunganterhadap karyawan atas jumlpénghasilaryang diperolehnya
maka pemerintahmengeluarkarkebijakankebijakanyaitu, upah minimum,
upah lembur, upah pembayaran pesangon, denda dan potopganiidak

masukkerja karenderhalangan atamelakukarkegiatan di luar pekerjaan.

Upah minimum diartikan sebagaiketetapanyang dikeluarkan oleh
pemerintahmeng@ai keharusaperusahaanntuk membayar upah sekurang
kurangrya samadenganKebutuhanHidup Layak (KHL) kepada pekerjatau
buruh yang paling rendahtingkatrya, yang merupakan perlindungaagi

kelompok pekerjalapisanbawahatau pekerja atau buryfang mempunyai

8 Iman SoepomaRPengantar Hukum Perburuhabjambatan, Jakat 1990, him.131
7 Abdul Rahmad Budiondjukum PerburuhanPT. Indeks, Jakarta 2009¢h 72



masakerja maksimalsatutahun, agar memperolalpahserendalrendahnya

sesuadengamilai kebutuhan hidupinimum?2

Penetapatingkatupahyangdilakukanpemerintah paalsuatu wilayah
akan memberikarpengaruhterhadapbesarnya tingkapengangguran yang
ada. Semakitinggi besarnyaipah yanglitetapkanoleh pemerintah makiaal
tersebutakan berakibat pada penurunafjumlah orang yang bekerja pada
Negara tersebut. Oleh karena gemakin inggi upah yang ditetapkan akan

membawa pengarybada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi.

Dalam suatu perjanjian apabila tidak terpenuhinya suatu pretasi maka
dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan wanpre®fasiprestasi
ber asal dar i wdnprdstassita, Byed nagn daar t“i nya ti dak
prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap-pihak tertentu di
dalam suatu perikatan, baperikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian
ataupun perikatan yang timbul karena undandang. Menurut Kamus
Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati

kewajibannya dalam perjanjidn.

Pengertian yang umum mengenai npeestasi adalah pelaksanaan

kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut

8 Tri Jata Ayu PramestiLangkah Hukum Jika Upah di Bawah Standar Minimum
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It4c85f88b626af/lanetkakum jika-
upahdi-bawahstandamminimumdiunduh pada Emis 12 Maret 2020, pukul 22.00 WIB.
%1bid, him. 30
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selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat
waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan

sama sekalit®

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang
dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi
prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam
keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa waspeekalah tidak
memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan
dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.58 Wanprestasi
atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun

tidak disengaja!

Dengan begitu penulis mengambil kasus yang terjadi pada PT Panca
Puji Bangun yang bermula mempekerjakaabanyak35 orang pekerja di
pabriknyadi JalanTanjungAnom, Surabaygada ahun 2004. PT Panca Puji
Bangunmemberikan gajpburuhnya dibawakipah mininum. Dalam kasus ini
PT. Panca Puji Bangudianggaptidak memenuhhak upah pekerja, karena

telahmemberikan upah pekerja di bawah Upah Minimum Regional.

Dalam permasalahanersebut jelagelah melanggaketentuan yang

berlaku, tidakada alasan untuknembayar upalpekeja dengan bayaran

10 Yahya HarahapSegisegi Hukum PerjanjianCetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986,
him.60
1 |bid, him.43



dibawah upahminimum. Maka dariitu berdasarkaruraian diatas penulis
tertarik untuk mengkajinyadalam bentulskripsi dengan jJudliTANGGUNG
JAWAB PT PANCA PUJI BANGUN DALAM PERJANJIAN KERJA
TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MINIMUM DI KOTA SURABAYA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN

2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN



B.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab PT. Panca Puji Bangun terlpeiapja atau

buruh yangmendapatkanpahdibawah upatminimum?

. Bagaimana pelaksanaan upah minimum di PT. Panca Puji Bangun Kota

Surabaya dihubungkan dengan Undahglang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan?

. Bagaimana peryelesaiannya bila pekerja ataburuh yang belum

memperoleh upaminimumdari PT. Panc&uji Bangun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengegahui, mengkaji dan menganalisésiggung jawal’T. Panca

Puji Bangun terhadap pekerja atau buruh yaegdapatkanpahdibawah

upahminimum.

. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganaligelaksanaan upah

minimum di PT. Panca Puji Bangun Kota Surabaya dihubungkan dengan

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganaligienyelesaiannya bila

pekerja atauburuh yang belum memperoleh upah minimum dari PT.

Panca Puji Bangun.



D. Kegunaan Penelitian

1. KegunaarnTeoritis

Secardeoritis, penelitianni diharapkan dapanhengembangkan ilmu hukum
secaraumum dansecarakhusus untukmeningkatkan pemahaman lidang

HukumKetenagakerjaan.

2. KegunaarPraktis
Secarapraktis, penelitianini diharapkanbermanfaatuntuk praktisi terkait
PenulisarHukumini dandapat bermanfadtagi Pemerintah terutama instansi
KementrianKetenagakerjaan.
E. Kerangka Pemikiran

Salahsatukeberhasilaryang dicapablehbangsdndonesia pademasa
reformasiadalah reformagkonstitusional ¢onstitutional reformm Reformasi
konstitusi dipandangnerupakarkebutuhardan agenda yang harddakukan
karena UUD1945 sebelunperahan dinilai tidak cukup untukengaturdan
mengarahkan penyelenggaranagarasesuai harapan rakyagrbentuknya
good governancgesertamendukung penegakan demokrakin hak asasi
manusia?

NegaraKesatuanRepublik IndonesiaadalahNegarayang dibentuk

berdasarkarsemangatasionalismeoleh bangsalndonesia yang bertujuan

12 MahkamahKonstitusi Republikndonesia Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di
Indonesia, https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11&@induh pada hari Sabtu
tanggal 28 Maret 2020 pukul 13.40 WIB
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melindungisegenapangsa dan selurdbmpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraanumum, mencerdaskarkehidupan bangsa dan ikut serta
melaksanakatketertiban dunidberdasarkarkemerdekaan, perdamaian abadi
dan sosial.

Pada UndangUndang Dasar 1945 tercantursita-cita bangsa
Indonesiayang sekaligusmerupakan tujuannasional bangsa Indonesia.
Bahwaterdapat dalamilinea ke4 Amandemerke-4 UndangUndang Dasar
Tahun 1945 NegarmdonesiamerupakarNegara Hukumréchsstagt, selain
itu tertuangjuga dalamPasal 1 ayat (3YndangUndang Dasar 1945, yang
menyatakanb a h wa “IhNdengssam d al ah Negar a acthukum” .
lain, Indonesianenjunung tinggi hukum dan kedaulatdrukum.

Sila kelima dengam umusan “Keadilan sosi al b
I ndonesi a” mengandung nil ai keadil an s
berikut:

1. Keadilan dalam kehidupan sosial meliputi semua bidang nasional

untuk seluruh rakyat

2. Citacita masyarakat adil dan makmur, teréal dan spiritual

merat bagi seluruh rakyat Indonesia;

3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta cinta kemajuan dan

pembangunan yang selaras serasi dan seimtdang

4. Nilai keadilan sosial diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan,

kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan
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Dari tinjauan sudut pandang yang berbeda ini, mempunyai sikap yang
sama dalam melihat nikailai Pancasila. Pancasila dijadikan dasar filsafat
Negara yang mempunyai konsep ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyata dan keadilan yang berhubungan antarsila dalam Pandaaitan
sila ke2 terkandung nilai kemanusiaan yang adil, antara lain: mengakui
martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian
manusia yang beradap yaitu manusia yang nilanpibtensi daya cipta, rasa,
karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan daengan

manusia.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil
adalah tidak sewenamgenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil
terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan
atas normanorma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang
relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi
yang lainnya, ketika seseorang regaskan bahwa ia melakukan suatu
keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu
skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke
tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh

masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat téfsebut.

13M. Agus SantosoHukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Huku@etakan
Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, him. 85.
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Berikut adalaheori keadilan menurut para ahli

Teori Keadilandari Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika
Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tenkaaglilan. Bagi
Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada
waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain
keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat urim

Teori Keadilan dari Thomas Hobbes Menurut hdbmas Hobbes
keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan
pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat
disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat
adanya kesepakatan antdie pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan
dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang
mengadakan kontrak bisnis, sema&nyewa, dan laHain. Melainkan
perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antararhalin terdakwa,
peraturan perundangindangan yang tidak memihak pada satu pihak saja

tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraanpublik;

Teori Keadilan Roscoe Pound Roscoe Pound melihat keadilan dalam
hasithasil konkrit yang bisaiberikannya kepada masyarakat. la melihat

bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan

4 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postaraisme), Ctk.
Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, him. 241.

15 Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua,
Kencana, Jakarta, 2017, him. 22%78.
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manusia sebanyakanyaknya dengan pengorbanan yang sekkettilnya.

Pound sendi ri mengat akan, bahwa I a S €
meluasnyapengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau
keinginankeinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas

dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk
menghapuskan pemborosan yang tenemerus dan semakinfe&tif dan

menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati ssorpéer

daya, singkatnyaocial engineering e ma ki n®ef ekt i f 7 .

Kepastian hukumsecara normatifadalah ketika suatu peraturan
perundangundangan dibuat dan diundangkan secara pasgn&amengatur
secara jelas dan logis, makidak akan menimbulkan keraguan karena adanya
multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.
Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang
undangan dapat berbentllontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi

norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma.

Norma adal ah pernyataan yang menekal
das sollen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus
dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

UndangUndang yang berisi aturaaturan yang bersifat umum menjadi

16 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditgk® Bandung, 2014, him.
174.
7 1bid, him 215.
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pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam
hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubwy=atengan

masyarakat. Aturaaturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam
membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu

dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandunga caengertian;
pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
adanya aturan yang bersifat umdtu individu dapat mengetahui apa saja

yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Teori Kepastian Hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan

sebagai kemungkam bahwa dalam situasi tertentu

1. Tersedia aturaaturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah
diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.

2. Instansiinstansi penguasa (pemerintah) menerapkan atitaan
hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

3. Wargasecara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan

aturan tersebut.
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4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan
aturanaturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka
menyelesaikan sengketa hukum.

5. Keputusan peradilasecara konkrit dilaksanaka.

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah
jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.
Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundangundangan yang dibtialeh pihak yang berwenang dan berwibawa,
sehingga aturaaturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin
adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus

ditaati®

Dengan mengacu pada Pancasila sebagai lanfibssaoiis dan UUD
1945 sebagai landasan konstitusional, maka norma hukum hubungan
industrial di Indonesia, terutama UU No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, Pasal 3, menganut-asas sebagai beriktf:

1. Asas Manfaat, dalam pengertian memberikan manfaat bagih,buru
pengusaha, pemerintah, serta masyayrakat
2. Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan; dalam pengertian Demokrasi

Ekonomi yaitu maka usaha bersama perekonomian disusun sebagai usaha

18 SoerosoPengantar llmu HukupPT. Sinar Grafika, Jakart2011, him 144,
19 Asikin zainal,Pengantar Tata Hukum IndonesRajawali Press, Jakayt2012, him 87
20 |bid, him 105.



16

bersama atas asas sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas
asakekeluargaan dalam perekonomladonesia;

. Asas Demokras adalah keputusan diambil berdasarkan musyawarah
bersama

. Asas Keterbukaan: yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan ralegaa;

. Asas Adil dan Merata; yaitu asas yang menempatkan seseorang pada
kedudukan yang sama serta untuk semua orang bukan hanya tesdatas
kewilayahan, suku bangsa, ras, agama dan lain sebagainya; atau bahwa
pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus
merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air.

. Asas Kemitraan Kerja, mengandung arti :

(a) bahwa pekerja dan pengusaha adalah merupakan mitra kerja dalam
proses produksi yang berarti bahwa keduanya haruslah bekerjasama saling
membantu dalam kelancaran usaha perusahaan untuk meningkatkan

kesejahteraan, perusahaan dan produktivitas;

(b) bahwa pekerja dan pengusaha adalaha merupakan mitra dalam
menikmati hasil perusahaan yang berarti bahwa hasil perusahaan haruslah

dinikmati secara bersama dengan bagian yang layak dan serasi;
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(c) bahwa pekerja dan pengusaha merupakan mitra dalam tangoaiyg

yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab
kepada Bangsa dan Negara, tanggung jawab kepada masyarakat
sekelilingnya, tanggung jawab kepada pekerja serta keluarganya, dan

tanggung jawab kepada perusahaan dimana tempat mere&gderk

. Asas Keterpaduan; keterpaduan dalam arti melalui koordinasi fungsional
lintas sektoral pusat dan daerah. Dalam Penjelasan pasal ini disebutkan
bahwa Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan
asas pembangunan nasional, khususnya demokrasi Pancasila serta
asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak
dimensi dan  keterkaitan @ dengan  berbagai  pihak  yaitu
antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu,
pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakasraeerpadu dalam bentuk

kerja sama yang saling mendukyng

. Asas Non Diskriminasi, diskriminasi dalam hal ini adalah dalam hal
pengupahan. Pengupahan yang sama bagi burutakildan perempuan

untuk pekerjaan yang sama nilainya. Sebagimana diatur dalam tdgJ

No0.80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan
Internasional N0.100 mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki

laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.
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Perlindungan hukum terhadap pekerjanerupakanpemenuhan hak
dasar yangnelekat dan dilindungoleh konstitusisebagaimana yang diatur
dalam Pasal 27 ay&P) UndangUndangDasar Nega Republik Indonesia
tahun194%ang berbunyi

T-iap Wwarga negara berhak atas pekerjaan dan penghigapg
layakb a g i kemanusi aan?” .

Selanjutnya didalam Pasal 28 D ayat (2) Unddngang Dasar 1945
disebutkan :

“ S e toraagpberh& untuk bekerjaserta mendapat imbalan rda
perlakuan yang adil dan laydka | am hubungan kerja”

danPasal 33&yat (1) yangnenyatakan bahwa

"Perekonomiamnlisusun sebagaisahadb er sama atas kekel ua
Perlindungarterhadap pekerjdimaksudkaruntuk menjamin haihak

pekerja danmenjaminkesamaan kesempataertaperlakuan tanpa adanya
diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraanpekerja dan
keluarganyadengantetap memperhatikaperkembangan kemajuan dunia
usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perumadaggan yang
terkait dengan perlindungan bagi pekerja yakni Undandang No 13 Tahun
2003 tentangKetenagakerjaan dan peraturan pelaksana dari perundang

undangan dibidang ketenagakerjdan.

21 Heru Suyanto dan Andriyanto Adhi NugrghBerlindungan Hukum Terhag Hakhak

Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asasdlilan, 2019,Vol 1, No.1.
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Dalam pasalpasal diatagdijelaskan bahwesetiap warga Indonesia
memiliki hak untuk terlindungi dalanpekerjaannyadan penghidupan yang
layak. Hal ini menunjukan bahwa Negaramempunyai kewj#éan dan
tanggung jawalintuk mengadakapekerjaardengn penghasilan yang layak
sertasarangpenghidupan yang layakntuk ukuran kemanusiaan atau dengan
katalain setiapvarga Negar&iarus ada dalam batas hidup stgedn

Kelayakan Upaladalahmasalah yang juga menjadi peminubungan
antagonisticantara buruhdan pengusaha. Masalah upailasanya menjadi
materi yang dinegosiasikan oleh serikat buruh atau serikat pekerja.
Pengupahan, meskipuelah adaundangundangyang mengaturnya, tetap
saja menjadpemicu. Karenabagaimanapunyntuk mencapai margin usaha
yang besar, sebualperusahaanharus menekarsedapat mungkin biaya
operasionaperusahaaryangsalah satlkkomponennya adalah upah bufdh.

Pengupaha termauk sebagai salah satu aspek pe¢img dalam
perindunganpekerja atalduruh. Halini secaia tegas diamanatkan pada Pasal
88 ayat (1)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa:

“ S et pekgra/buruh berhak memperolen pengkdan yang

memenuhpenghudupagang layako a g i kemanusi aan’

Berikutadalah asaasas yangdadalam pengupahah:

22 Heru SuyantoKontroversi Buruh dan PengusahaS Publising,Jakarta, 2012, hi2.

23 Abdul Hakim,Op.Cit,hlm.123.
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. Hak menerimaipahtimbul padasaatadanyahubungan kerja dan berakhir
padasaathubungarkerja putus (Paal 2 Peraturan Pemerintah Nontbr
Tahun1981tentangPerlindungan Upah);

. Pengusahdidak boleh mengadakagiskriminasi upah bagi pekerja atau
buruh laki-laki dan wanitauntuk jenis pekerjaan yang sanf@asal 3
PeraturarPemerintaliNomor8 Tahun1981 tentang Perlindungan Upah);

. Setiappengusahavajib melaksanakarketertuan waktu kerja (Pasal 77
ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan);

Pengsahayangmempekerjakan pekergauburuh melebihi waktu kerja
sebagaimandimaksud padaya (2) wajib membayar upah kerd@mbur
(Pasal 85 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan);

Penguaha yang memperkerjakan pekerja atauruh melakukan
pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
wajib membayar upah kerja lembur (Pasal 85 ayatJfgJangUndang
Nomor 13 Taho 2003 Tentang Ketenagakerjaan);

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah
minimum (Pasal 90 ayat (1) Undahipdang Nomor 13 Talm 2003

Tentang Ketenagakerjaan);



7.

10.

11.

12.

21

Upah tidk dibayar apabila pekerja atauruh tidak melakukan pekerjaan
(Pasal 93 ayat (1) Undatigndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan)

Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap dengan
formulasi upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan
tunjangan tetap (Pds24 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003);
Pelanggaran yangldkukan oleh pekerja atéhuruh karena kesengajaan
atau kelestaannya dapat dikenakan denda g8a95 ayat (1) Undarg
Undang Nomor 13 Tahu2003 Tentang Ketenagakerjaan);

Pengusaha yarigarena kesengajaannya atau kelalaiannya mengakibatkan
keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan
presentasdertentu dari upah pekerja atdwruh (Pasal 95 ayat (2)
UndangUndang Nomor 13 Tam2003 Tentang Ketenagakerjaan);

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan
peraturan perundangndangan yang berlaku, maka upam chakhak
lainnya dari pekerja ataburuh merupakan utang yang didahulukan
pembayarannya (Pasal 95 ayat (4) Unddngang Nomor 13 Tahu
2003 Tentang Ketenagakerjaan);

Tuntutan pembayaran upah pekerja dtawh dari segala pembayaran
yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu dua tahun sejak timbulnya hak (Pasal 96 UAdadgng

Nomor 13 Tahun 2003 TentgiKetenagakerjaan).
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Selain dalam peraturan perundanglangan diataspengupahan juga
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Dalam PP tersebut Pasal 11 bahwa Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh
upah yang sama untuk pgjaan yang sama nilainya. Ini membuktikan bahwa
seharusnya dalam pelaksanaan upah, tidak ada perbedaan besaran upah jika

pekerjaan yang dikerjakan oleh para Pekerja/Buruh sdataberbeda.

F. Metode Penelitian
Untuk dapat mengetahudan membahasuatu permasalahamaka
diperlukanpendekatardengan metodéertentu yangoersifat ilmiah. Metode
penelitiannya yaitu sebagai berikut:
1. SpesifikasiPenelitian
Menurut pengertiarmetode penelitian adalah cara memperoleh
datadengan kegunaadan tujuanterteriu. Jadisetiap enelitian yang
dilakukanitu memiliki tujuan sertekegunaan tertent Pada penelitian
ini, penulis menggunakammetode penelitian deskiptif analitis yaitu
bertujuan menggambarkansecara tepat sifat-sifat suatu individu,
keadaargejalaatau kelompokertent atauuntuk menentukan ada atau
tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam

masyarakat?

24 Amiruddin dan Zainal AsikinPengantar Metode Penelitian HukuRiT.Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2003, him. 25.
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Penelitian ini termasuk lingkup yang menggambarkan,
menelaahdan menjelaskarsecaratepat serta menganaa peraturan
perundangundangaryangberlku maupundari berbagai pendapat ahli
hukum, sehingga diharapkan dapat diketahui atas jawaban
permasalahatyang timbul mengenaipelaksanaan pembayaran upah
yang tidak sesuai upah minimum.

2. MetodePendekatan

Metode pendekatagang digunakanadalahpendekaan yuridis

normatif. Yuridis Normatif merupakan metode penelitian hukum yang
dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder $elaka.
Penelitian ini bersifat yuridis normative maka pendekatan yang
digunakanadabh pendekatanperundangindanganberkaitan dengan
Pelaksanaabdpah Minimum.

3. TahapPenelitian
a. PenelitianKepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian

kepustakaamdalahpenelitianterhadapdatasekunder, yang dengan

teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan

25 Soerjono Soekanto d&ri Mamudji,Penelitian Hukum NormatifRajawali Pers, Jakarta,
2001, him. 1314.
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pengelolaan bahan pustakatuk disajikan dalam bentuk layanan
yangbersifat edukatifinformatif, dan rekreatif kepada masyarakat.
Penelitian ini dilakukan untuk memperolehdata sekunder
yakni UndangUndang Dasar 1945, UndangUndang Nomor 13
Tahun 2003rentangketenagakerjaarReraturan Pemerintah Nomor
78 Tahun2015 TentangPengupaharang bertujuan untuknencari
datayangdibutuhkanbag penelitian, melaluliteraturekepustakaan
dan peraturarperundangundangan yang berlakatau bukebuku
mengenai ilmwang terkait dalam penelitiani ataupendapapara
ahli yang ada korelasinya dengan obnelitian. Datgrimeryaitu
sumberdata penelitian yandiperolehlangsungdari sumber aslinya.
b. PenelitianLapangan
Penelitianini dilakukan untuk mengumpulkanmemperoleh,
serta menyeleksi data primer yang did&patdari lapangan yang
bersifat penunjangterhadapdata sekunder, maka akan dilakukan
wawancarz’
4. Teknik Pengumpulabata
Teknik pengumpulardatayang dilaksanakan dalam penelitian

ini adalah pengolahandata primer dan data sekunder tergantung

26 |bid him. 13
2’Ronny Hanitijo SoemitroMetode Penelitian Hukum dan JurimetGhalia Indonesia,
Jakarta, 1998, him.98
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padateknik pengumpulan data yang dilaksaaakdalam penelitian

ini, adapuruntuk memperoledata yang bagi penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen, vyaitudata yang diteliti dalam penelitian
berwujud data yang diperoleh melalui balbeainan kepustakaan
dengan mempelajari matermateri bacaan berupa literatur,
peraturan perundang yang berlakuntuk memperoleh data
sekunder yang berhubungan dengammsalahan yang sedang
dibahas;

b. Wawancara, yaitu teknik pengunmian data secara langsung
dengan mengadakan wawancara pada instansi, serta
pengumpulan berbagai bahan yang berkaitan dengan masalah
yangakan dibaha¥.

5. Alat Pengumpulabata

a. Alat Pengumpuladatapenelitiankepustakaan
Berupa tindakan yangsistematisyaitu inventarisasiterhadap
bahan hukum, baikrimer, sekundemaupun tersier.

b. Alat pengumpulamlatapenelitianlapangan
Berupa @ftar pertanyaardari identifikasimasalahalat tulis; alat
perekam; kamera; handphone; tgptsebagai penyimpan data
utamasert alatpengetikan.

6. AnalisisData

28 |bid, him 54.
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Analisis data dalam penulisanini dilakukan terhadap data
sekundersecarakualitatif. Keseluruhandata dari hasil penelitian
kepustakaandan data hasil penelitian lapanganyang telah di
klasifikasikan selanjutnyadianalisis denganmenggunakan analisis
yuridis kualitatif yakni, metode penelitianyang bertitik tolak dari
normanorma,asasasasdan peraturaperundangundangan yang ada
sebagai normaukum positifkemudiandi analisis secara kualitatif
sehingga tidak menggunakan rumusaataupun angka/tanpa

menggunakanumus statistik?

G. Lokasi Penelitian
Penelitianini bertempat di tempat yang memiliki hubungan dengan
permasalahan yang diteliti oleh penulis, yaitu:
a. Perpustakaarrakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.
Lengkong Dalam No. 17, Bandung.
b. PerpustaBan Hukum Mochtar Kusumaatmadfakultas Hukum

Universtas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Bandung

2 Ashofa BurhanMetode Penelitian HukunRineka Cipta, Jakarta, 2007, him. 28



